Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia
serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

Mengingat

il
BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.7%0 /2472 TAWN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan keamanan dan
mutu pangan secara terpadu di Kabupaten Sukoharjo, perlu
membentuk Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Tahun

2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Jejaring

Keamanan Pangan Daerah Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Batang dengan mengubah Undang-Undang No.

Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan
Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun

11.

12.

2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi dalam jejaring pengawasan pangan
daerah;
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b. Melaksanakan koordinasi dalam jejaring promosi pangan
daerah;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pangan agar
memenuhi mutu dan keamanannya;

d. Menjamin konsumen akan pangan yang layak dikonsumsi;

e. Melakukan pengkajian, pengolahan dan analisa hasil
pelaksanaan pengawasan, promosi dan pengujian dan
pemantauan keamanan pangan; dan

f. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya
keamanan pangan

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 MARET 202
Q BUPATI SUKOHARJO, f
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ETIK SURYANI
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TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim

1.

2.

kepada Yth.:
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Tim yang bersangkutan.




Lampiran
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Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Sukoharjo
: 400. 7%0/242 TAWN 2025

Y MARET 2024

SUSUNAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH TAHUN 2025

NO. NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi saran,
nasehat dan
petunjuk
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi saran,
nasehat dan
petunjuk
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung jawab | Bertanggung jawab
Sukoharjo terhadap seluruh
kegiatan
4. | Asisten Perekonomian dan | Ketua Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretaris atas pelaksanaan
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan
5. | Kepala Dinas Pangan | Sekretaris Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo dibidang
kesekretariatan
6. | Kepala Bidang | Anggota Bertanggung jawab
Penganekaragaman Konsumsi sesuai bidang
dan Keamanan Pangan pada tugasnya
Dinas Pangan  Kabupaten
Sukoharjo
7. | PURWANTO ADI NUGROHO, | Anggota Bertanggung jawab
STP. MM sesuai bidang
NIP. 196806051998031009 tugasnya
Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Ahli Muda pada
Dinas Pangan  Kabupaten
Sukoharjo
8. | ASRI AMALIA WINARNI, STP. Anggota Bertanggung jawab

NIP. 198208072006042006
Pengawas Farmasi dan
Makanan Ahli Muda pada
Balai Pengawas Obat dan
Makanan Surakarta

sesuai
tugasnya

bidang
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NO. NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4

9. |drh. ERNY | Anggota Bertanggung jawab
PRASETYANINGRUM sesuai bidang
NIP. 198201052010012022 tugasnya
Medik Veteriner pada Dinas
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo

10. | SUYANTO, S.Farm., Apt. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 198502162011011006 sesuai bidang
Apoteker Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

11. | ENI YULAIKA, S.E. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 198009012008012009 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan tugasnya
pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah dan
Perdagangan Kabupaten
Sukoharjo

12. | TUKIRIN, S.E Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19721111207011010 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan tugasnya
pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sukoharjo

13. | ENI KRISTYANINGSIH, S.T. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 197212072000032004 sesuai bidang
Penelaah Teknik Kebijakan tugasnya
pada Dinas Pangan Kabupaten
Sukoharjo

14. | DWI RAHARJO BUDIARSIH, | Anggota Bertanggung jawab
- i o sesuai bidang
NIP. 198607022020122015 tugasnya
Penelaah Teknis Kebijakan
pada Dinas Pangan Kabupaten
Sukoharjo

15. | DYAH ERMAWATI, S.TP Anggota Bertanggung jawab
NIP. 198612192022032002 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan tugasnya

pada Dinas Pangan Kabupaten
Sukoharjo

Q BUPATI SUKOHARJO, [}
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